KEPALA
HADAN WASIINAL PENEMPATAN Bady
PERLINDERNGAN TENAL A KERIA NDOWESEL

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENACA KERJA INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KEPULANGAN
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa TKI yang pulang dari luar negeri masih banyak
menghadapi masalah  sehingga perlu difasilitasi
kepulangannya terutama TKl yvang memerlakan bantuan
seperti sakit, meninggal dunia, dan sebagainva schingga
diperlukan pengaturan atau payung hukum dalam
memberikan  pelavanan kepulangan Tl agar dapat
pulang dengan aman, nyaman, dan selamat sampal ke

daerah asal;

b, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pelayvanan
kepulangan TKI sebagaimana diatur dalam Peraturan
kepala BNP2ZTKI Nomor PER.17/KA/IX/2013 rentang
Petunjuk Teknis Pelayvanan Kepulangan Tenaga Kerja
Indenesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan sehingga perlu disempurnakan;

¢. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditctapkan
Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Tenaga Kena
Indonesia Bermasalah dengan Peraturan Kepala Badan
Nasionai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia:



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indenesia
di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor $445);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomer 337, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoenesia Nomor 5618}

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 teniang
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2013
Mamor 3, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5388);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang
Badan Nasional Penempatan dan Perhndungan
Tenaga Kerja Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia;
Instruksi Presiden Nomor & Tahun 2006 tentang
Kebijakan Reformasi  Sistem  Penempatan  dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomeor O7/MEN/2010 jo Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 07 /MEN/2010 tentang Asuransi
Tenaga Kerja [ndonesia;

Peratiran Menteri Kerenagakerjaan Nomor 22 Tahun
2014 tentang Pelaksansan  Penempatan  dan
Perlindungan Tenaga Kerju Indonesia di Luar Negeri;
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan — Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata cara
Kepulangan Tenaga Kerja Indeonesia Dari Negara
Penempatan ke Dacrah Asal Secara Mandiri;
Peraturan Kepala Badan Masional Penempatan dan
Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia  Nomor

PER.13/EA/VII/2012 tentang Standar Pelayanan



Menetapkan

Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga
Kerja Indonesia;

MEMUTUSEAN ;

FPERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN  PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
TENTANG FETUNJUE TEKNIS PELAYANAN
KEPULANGAN TENAGA KER.JA INDONESIA
BERMASALAH.

Pasal 1

Pelaksanaan kepulangan Tepaga Kerja Indenesia (TKL)
dilaksanakan secsuai dengan ketentuan schagaimana
diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoncsia
(BNP2TKI) ini vang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2ZTKI int

Pasal 2

Ketentuan mengenal kepulangan TEl yvang diatur dalam
Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKl ini berlaku di

seluruh debarkasi vang ada di Indoncsia.

Pasal 3

Kepulangan THI dapat terjadi karena :

1. berakhirnva jangka waktu Perjanjian Eerja.

2. terjadinya PHE (Pemutusan Hubungan Kerja) sebelum
berakhirnya jangks waktu Perjanjian Kerja,

3. terjadi perang, bencana alam atau terjangkit wabah

penyakit di negara penempatan.

I

mengalami  kecelakaan kerja vang mengakibatkan
cacal dan tidak dapat melakukan pskerjaan lagl

meninggal dunia di negara penempatan.

A

cuti, ataul

dideportasi olch Pemerintah /Negara setempal.

S

repatrigsi oleh Pemerintah Rl



Pazal 4
Pelavanan kepulangan TKI yang memerlukan kerjasama
dengan pihak ketipa dilakukan dengan Perjanjian

Kerjasama.
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BNP2TEl] ini
maka Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor
PER.I7/KA/IX/2013 tentang Petunjuk  Teknis
Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI imi dengan
penempatannya daldm Berita Negara Republik

Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 171 Agustus 2015

KEPALA

Diundangkan di Jakarta
pada. tﬂnggal 25 Septembar 291 5

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INIKGhESLS




LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL  PENEMPATAN  DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
[INDONESIA

NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN
REPULANGAN TENAGA KERJA
INDONESIA BERMASALAH

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KEPULANGAN
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH

I. PENDAHULUAN
A, Latar Belakang

Sampai saal inl kepulangan TKI dan luar masih banyak menghadagp
masalah vang disebabkan antara lain tidak mampu mengurus dirinya
sendiri (seperti dalam pengurusan dokumen kepulangan), tidak
mamply menjaga keamanan dan keselamatannya serta  barang
bawsannyva sehingega diperlukan bantuan pihak lain dalam menguros
kepulangannya vang dapat difasilitasi oleh Pemerintah dalam hal ini
oleh BNP2TKI, terutama apabila TKl sakit (phisik atau psikis), TKl
bermasalah, TKl meninggal, dsb, Bagi TKI yang mampu pulang sccara
mandiri dapat didata i Pos Pelayanan Kepulangan TEI (Help
Desk /Crisis Center) aoleh BNP2TEL

Terkait denpan hal tersebut meaka diperlukan suatu aturan sebagai
pedaman bagl para petugas dalam memberikan pelayanan kepulangan
TKI di seluruh daerah debarkasi sampai ke daerah asal TKIL

B: Maksud dan Tujuan
Maksud dari Petunjuk Teknis ini adalah:
1. sebagai pedoman bagi para petugas dari BNP2TK] dan para

pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kepulangan
Tl Bermasalah dari daerah debarkasi sampai ke daerah asal TRL

5



2. memberikan pemahaman terhadap petugas/ pelaksana
kepulangan TKI bermasalah (Help Desk/Crisis Center) mengenai
langkah-langkah dalam penanganan kepulangan TKI sesuai
dengan permasalahan vang dihadapi TKIL

Tujuan disusunnyva Petunjuk Teknis ini adalah ¢

1. terwujudnya standar pelayanan kepulangan TKI bermasalah
secara nasional schingga para  petugas/pelaksana memiliki
persepsi yang sama dalam melaksanakan pelayanan kepulangan
THI Bermasalah i semua dacrah debarkasi.

2, terintegrasinya kebijakan teknis dari para pemangku kepentingan

dalam pelayanan kepulangan TKI Bermasalah.
Pengertian

1. Tenaga Kerja Indonesia yang sclanjumya disingkat TKl adalah
setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk
bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka

walitu tertentu dengan menerima upah.

2, TKl Bermasalah adalah TKI yvang menghadapi masalah di laar
negeri (seperti masalah gaji, kriminal, sakit, meninggal,

pelecehan seksual dsn “abuse”, dsh),

3. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang
selanjutnya disingkat PPTKIS adalah Badan Hukum yang telah
memperoleh i#in tertulis dari Pemerintah untuk

menyelenggarakan pelavanan penempatan TKl di Luar Negeni,

4. Debarkasi adalah tempat kedatangan TEI yang pulang dari luar
negeri, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut dan darat

atau pos fintas batas.

S. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat
KTKLN adaleh kartu identitas bagi TKI vang memenuhi
persyaratan dan prosedur untuk bekerja keluar negers;



10.

11.

12.

13,

14.

Asuransi Tenaga Kerja Indeonesia yang selanjutnva disingkat
dengan Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TH]
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang
dialami TKl sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negen.

Rartu Peserta Asuransi vang sclanjutnva disingkatr KPA adalah
Kartu yang diterbitkan oleh Penanpgung atas nama calon
TEI/TKI sebagai bukti keikutsertaan Tertanggung dalam
Asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpizahkan darn

Polis.

Penerima Santunan adalah TEl sebagai tertangeung atau Ahl
Waris yang sah dari TKI untuk menerima santunan Asuransi.

Tertanggung adalah Calon TKI/TKI yvang telah membayar premi

asuransi TKIL.

Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang sanlunan sesu:m

dengan jumlah jaminan Asuransi yang ditetapkan dalam Polis.

Badan WNasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indoresia vang selanjumya disingkat BNP2TKI adalah lembaga
pemerintah non kementerian yang mempunyal fungs: sebagai
pelaksana kebiiakan di bidang penempatan dan perlindungan
TKI di luar negert.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang
selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNPZTKI yang
bertugas memberikan  kemudahan pelayanan peoorosesan

seluruh dokumen penempatan TKI.

Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Ketja
indonesia yang selanjutnya disingkat LP3TK] adalah Kantor yang
dipergunakan untuk melaksanakan proses penempatan dan
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dari luar negen secara

struktural dibawah BPATKL

Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia yang selanjutnya disingkar PATKI adalah unit kena

i



16,

17,

18,

14,

20.

yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan
seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian
masalah TKI vang berada di bawah koordinasi BP3TKI.

. Commen Use Lounge yang selanjutnya disebut CUL adalah Pos

pelayanan Kepulangan (Help Desk/Crisis Center) di Debarkasi
Terminal 2 Bandara Sockarno-Hatta.

Help desk/crisis center adalah Pos pelayanan kepulangan TKI
Bermasalah yang berada di Debarkasi yang berfungsi untuk
memberikan informasi dan pelayanan kepulangan bagi TKI yang

pulang dar luar neger,

Pos Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia adalah
tempat pelayanan kepulangan VAN berada cli
bandara,/ pelabuhan/wilayah lintas batas untuk memperlancar

kepulangan TRI ke daerah asal.

Kedutaan Besar Republik Indonesia selanjutnya  dismnghat
dengan KBRI adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia
di negara yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh
wilayah  Negara Penerima danjfatan pada Organisasi
Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan

Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indenesia,

Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Kosulat Republik
Indonesia yang selanjuinya disingkat dengan KJRI/KRI adalah
Perwakilan Konsuler wang melakukan kegiatan konsuler di
wilayah kerja di dalam wilayah Negera Penerima untuk mewakili
dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan
Pemerintah Republik Indonesia.

Kantor Dagang Ekenomi Indonesia yang disingkar (KDE]) adalab
kantor perwakilan Dagang Ekonomi Indonesia yang memberikan
perijinan bagi calon investor yang mengembangkan kegiatan
sistim on line di Indonesia, melaksanakan kerjasama investasi
dalam rangka pengembangan investasi melalui kegiatan Un Line
maupun pameran dan  menvelenggarakan kegiatan sesual

dengan kesepakatan kerjasama dan memberikan  informasi

=]



I,

kepada instansi-instansi vang relevan.

21. Dinas Provinsi adalah instansi vang bertanggungjawab dibidang
ketenagakerjaan di Provinsi.

22. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi vang bertanggungiawab
dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

23. Kementerian Luar Negeri adalah kementerian vang bertanggung
jawab dibidang hubungan luar negeri.

24. Kementerian Ketenagakerjaan adalah  kementerian  yang
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

SEBAB-SEBAB KEPULANGAN TEI DARI LUAR NEGERI]

Undang-undang Nomor 39 Tabhun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negperi dalam Pasal 73

mengatur sebab-sebab Kepulangan TKI, vaitu terjadi kKarena:

1. berakhirnya jangka wakiu perjanjian kerja;

2. tegadinyva pemutusan Hubungan Kerja sebelum masa Perjanjian Kerga
berakhir;

3. terjadi perang atau bencana alam atau terjangkitnya wabah penyakic di
negara penempatan;

4. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan udak dapat
metyjalankan pekerjaan lag;

5. meninggal dunia di negara pencmpatan;
a.  oual

7. dideportasi oleh Pemerintah setempat; dan
8. repatriasi oleh Pemerintah R
PELAKSANA

TKl yang pulang karena terjadi perang, bencana alam, terjangkit wabah
penyakit, deportasi dan negara penempatan tidak lagi menjarmm
keselamatan TK], maka pengurusan kepulangan dilakukan secara bersama-
sama dan terkoordinasi sampal ke daerah asal oleh Perwakilan RI,
Pemerintah (BNP2TK] dan Instansi terkait] dan Pemerintah Daeyah.
Pemulangan tersebut hanya dilakukan untuk pemulangan TKD yang
jumlshnya  besar dan  tidak  dapat  ditangami oleh  satu
Kementerian/ Lembaga sehingea memerlukan koordinasi yang terpadu

=



SARANA HELP DESK/CRISIS CENTER

Help Desk merupakan sarana pelavanan yvang ada di Debarkasi untak

memberikan pelayanan kepada TKl secara umum dan TKl-Bermasalah

secara khusus dalam mendapatkan informasi tenlang kepulangan TR ke
Daerah Asal maupun terhadap masalah yang dihadap.

Crisis

Center merupakan sarana pelayanan vang ada di Debarkasi untuk

memberikan pelayanan kepada TKl Bermasalah dalam mendapatkan

penanganan kepulangannya ke Daerah Asal dan Tindak lanjut penyelesaian
masalah yvang dihadapi.

JENIS PELAYANAN

Jenis-jenis pelavanan kepulangan TKI Bermasalah:

1. pemberian informasi;

2. pendatasn,

3. penanganan TKI Bermasalah, meliput:

(=

pelavanan TR salkit;

b. meninggal dunia;

mengalami  kecelaltnan  yang  mengakibatkan  tidak  dapat
menjalankan pekerjaan lag;

. mengalami masalah ketika pulang cuti dan berakhirnya jangka

wakiu perjanjian kerja;

. Pemutusan Hubungan HKerja sebelum masa Perjanjian Kerja

beralkhir

terjadl perang atau bencana alam atau  terjangkitnya  wabah
penyakit di negera penempatan;

dideportasi oleh Pemenntah setempat;

repatriasi oleh Pemerintah Rl

A,  Pemberian Informasi

=

Pemberian informasi diberikan baik kepada TKI yang menghadap!
masalah maupun TKI vang tidak mengalami masalah. Informasi
vang diberikan dapat berupa: tata cara kepulangan bagi Tl
mandiri, jenis transportasi yang dapat digunaken TKI meliput
transportasi udara, transportasi laut, {ransportasi daral, tarif
angkutan, rute, jJadwal,

Informasi harus diberikan secara jelas dan benar.

Tindakan vang tidak boleh dilakukan oleh petugas !
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« membiarkan TKI mencari informasi sendiri,
«  menunjukkan sikap acuh tak acuh;
* lambat merespon.
- Dalam pemberian informasi, pelugas menyiapkan maten informasi
berupa leaflet, booklel, pos penerangan, Smart TV dan lain-lain,

termasuk kiat-kiat menghindan penipuar;

. Pendataan

- Pelayanan pendataan dimaksudkan untuk mengetahui identitas TKI
dan permasalaban yang dihadapi TKI/alasan kepulangan.
- Data TKI meliputi pencatatan mengenai:
¢ nama TKI;
s  OOMOr paspor;
» daerah asal TKI [desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);
s negara pencmpatan;
s nama dan alamat pengguna) majikan;
« nama PPTKIS,;
» tanggal keberangkatan dan kepulangan;
- sebab-sebab kepulangan dapat terjadi karena habis kontrak, cutl,
sakit, dsb;
- TKI yang telah didata, menandatangani formulir pendataan {bentuak
formulir pendataan sesuai dengan Lampiran ...
- Tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh petugas:
» membiarkan, memperlambat dan menunda  pelayanan
pendataan TEI,
s makan, minum dan merokok pada saat bekerja/ melayani TKI;
« memungut/ menerima biaya apapun dan TKL
- Pendataan dilakukan dengan manual dan sistem komputerisasi;

. Penanganan
C,1 Pelayanan TKI Sakit
- TKI vang mengalami sakit atau kecelakaan atau stress dirujule
leerumah sakit kecuali apabila keluarga TEI tidak menghendalki
yang disertal surat pernyataan.
. Ketika TKI sakit tiba di debarkasi diperiksa oleh Rkantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP), Khusus di Bandara Sockarno-
Hatta, pemeriksaan dapat dilakukan oleh KKP atau tim medis
BNP2THI.
1l



- Bag TKl wang memerlukan perawatan lanjutan dirujuk ke
rumnah sakit yang ditunjuk,

- Apabila TKI dinyvatakan sehat oleh dokter, maka TK]l yang
bersangloutan dipulangkan ke daerah asal.

- Apabila TEI belum sehat fiamun dinyatakan mampu oleh
dokter untuk melakukan perjalanan pulang ke daerah asal,
maka TKI yang bersangkutan dipulangkan ke daerah asal
untuk perawatan lanjutan dengan biaya tanggungan Keluarga
atau Pemerintah Dacrah setempalt.

- Apabila TKI belum sehat namun keluarga TKI memaksa untuk
pulang ke dacrah asal dan dibuktikan dengan surat pernyataan
dari keluarga TKI, maka TKI yang bersangkutan -dapat
dipulangkan ke daerah asal dengan biaya dari Keluarga TKI
atay difasilitasi oleh BNP2TKI.

-  Pembiayaan bagi TKI sakit dapat melalus:

o Asuransi TK!,

o PPTKIS yvang menempatkan;

« BNP2TKI;

» Instansi/Lembaga lainnya,/Pemda setempat,

- Tindakan yang tidak boleh dilakukan !

e meminta/menerima imbalan jasa atas bantuan  yang
diberilkan;
» menunda dan memperlambat pelayanan bagi TKI sakit;

meninggal dunia;

- Pelayanan kepada TKI yang meninggal dunia diberikan dalam
benituk fasilitasi pemulangan jenazah dari debarkasif rumah
sakit rujukan sampai ke daerah asal.
- Pemulangan Jenazah TKI yang meninggal dunia di huar negeri,
maka langkah-langkah yang dilakukan adalah:
+« BNP2TKI menerma informasi dari Perwakilan RI/KDEI atau
dari PPTKIS atau dan keluarga TEl tentang TKI yang
meninggal dunia di huar negeri.

e« BNP2TKl berkoordinasi dengan pihak terkait {Kemenlu/
Perwalkilan RI/KDEI/PPTKIS/Keluarga TKI/Dinas Provinsi/
Kabupaten,Kola setempat/Cargo) untuk memastikan jadwal

kedatangan jenazah TKI
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o menyiapkan dan penggandasn dolkumen TRl (foto copy
airway bill, paspor, sural keterangan meninggal dunia dari
Rumah sakit Negars penempatan, surat dari Perwakilan
RI/KDEI, surat dari kepolisian Negara penempatan dan
medical report death) sebanyak 5 (lima) rangkap.

« mengurus dokumen surat jalan untuk ambulance/ transit ke
bagian karantina di Bandara.

e mengurus dokumen PIBE [Pemberiteahuan [mpor Barang
Khusus) ke petugas Bea Cukai.

¢ membayar biaya sewa gudang/cargo dengan melampirkan
copy airway bill serta menerima bukt kwitansi pembayaran,

e menyerahkan kwitansi pembayaran kepada petugas
eudang/cargo untuk mendapatkan surat jalan dar Kepala
Gudang/ Cargo,

» scrah terima jenazah dari Perwakilan RI atau Kemenlu
kepada BNP2TKI sckaligns apabila ada hak-hak TKI yang
belum dibayar (seperti gaji yvang belum dibayar, santunan
asuranst di luar negeri, uang duka dan pengguna, vang
duka dari agensi, serta barang bawaan TKI).

« memiasilitasi dan pendampingan pengantaran jenazah ke
dacrah asal TKlL

« serah terima Jenazah dari BNP2ZTEI/BP3TKI/
LP3TKI/P4TK]/Dinas  Provinsi/Kabupaten/Kota kepada
keluatrga TEIL

Pembiayaan bagi TKI meninggal dunia di luar negeri dapat

relalui:

= Asuransi TKI;

« PPTEIS/Manning Agent yang menempatkan;

» BNP2ZTKI;

+ Instansi/Lembaga lainnya/Pemda sctempat

Tindakan yvang tidak boleh dilakulan :

s meminta/menerima  imbalan  jasa dari  keluarga atas
bantuan pengantaran jenazah

e menunds dan memperlambat  pelayanan  pengantaran

jenazah

13



Bagan Alur Informasi Kepulangan Jenazah TKI
Dan Luar Negeni
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KBRI/KJRI/KDEl menginformasikan kepada Kemenlu Rl
Kemenaker, BNP2TKIL, PPTKIS dan keluarga TKL

Kemenaker berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi
ketenagakerjaan.

ENP2TKI berkoordinasi dengan BP3ITKI/ LP3TKI/ PA4TKI

BP3TKI berkoordinasi dengan LP3TEKL

LPATE] berkoordinast FATRL

PATK] berkoordinasi dengan pihak-pihak vang terxait.

FPTKIS membaniu menguris kepulangan jenazali TRI dengan
menghubungi pihak keluarga dan berkoordinasi dengan lintas
sektor terkairt,

Keluarga TKI, membuat sural pernyataan/ahli waris unmk

dimakarmlkan di Luar Negeri/di Indonesia serta membuat surat,
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Bagan Alur Pelayvanan Kepulangan Jenazah TKI Dari Luar Negeri
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Keterangan :

1.

Jenazah TK] turan dari pesawat dan langsung dibawa Ke
Cargo.

Petugas mengambil dokumen jenazah TRI di Alrline

Petugas kebagian karantina untuk mengurus surat ijin keluar
jenazah.

Lalu ke Bea Cuksi untuk mengurus deolkumen keluar | untuk
jenazah vang diantar ke daerah asal lewat darat maka
pengurusan hanys sampai bea cukail.

Untuk jenazah TEI vang transit maks harus membayar sewa
gudang dan mengurus surat jalan keluar penerbangan ke
security internasional,

Setelah itu ke penerbangan domestik untuk mengambil
dokumen, surat jalan, bayar tiket pesawat.

Lapor ke penerbangan domestik dan ke security unmk
memberitahukan bahwa jenazah siap diterbangkan ke daerah
asal.

Jenazah kemudian dibawa ke ecargo untuk dipersiapkan
masuk ke dalam pesawsl,



Pemulangan jenazah TKl yang meninggal dunia di dalam

negeri, maka langkah-langkah vang dilakukan adalah:

+ BNP2TEI menerima informasi dari PPTKLS atau rumah sakil
atau keluarga TEI atau dari masyarakat tentang TElL yang
meningeal dunia.

+ BNP2TKI/BP3TKI/LPATK]/P4TKI berkoordinasi dengan pihak
terkait {PPTKIS/Keluarga TKl/ Dinas
Provinsi/ Kabupaten/Kota) untuk penanganan pemulangan
jenazah TK] ke dasrah asal.

» pengurusan dokumen (paspor, surat keterangan meninggal
dunia dari Rumah sakit rujukan).

» pemulasaran/pemandian jenazah TKL

« mengurus dokumen surat jalan untuk ambulance.

s fasilitasi ambulance oleh BNP2TKI/BP3TKI/ LP3TKI/PATK]
{Dinas Provinsi/Kabupaten /Kota.

« memfasilitasi dan pendampingan pengantaran jenazah ke
dacrah asal TKL.

» serah terima jenazah dari BNP2TKI/BP3TKL/ LP3TKI/ PATKI
sckaligus {apabila ada) barang bawasan, santunan ASUTANSI
purna, uang duka dari PPTEIS, ke keluarga TKI dan instansi
terkait di daerah.

Pembiayaan bagi TKl meninggal dunia di dalam ncgeri dapat

melalui:

s Asuransi TKL

PPTKIS/ Manning Agent yang menempatkan;

BNPZTKI;

Instansi/Lembaga lainnya/Pemda setempal.

Tindakan vang tidak boleh dilakukan:

» meminta/menerima  imbalan  jasa dari kecluarga atas
bantuan pengantaran jenazakh.
e menunda dan memperlambat  pelayanan pengantaran

jenazah.
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Bagan Alur Informasi Penanganan Kepulangan Jenazah TKI
Di Dalam Neger
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Informasi dari masvarskat/Rumah Sakit/Keluarga TKI ke pihak
Kemenhi RI, Kemenaker, BNP2TKI, PFTKIS.

BNP2TK] berkoordinasi dengan Kemenlu, BP3TR]/LP3TKI/ P4TKL
BP3TKI berkoordinasi dengan LP3TKL

LPITKI berkoordinas) P4TE]

P4TK] berkoordinasi dengan pihak-pthak vang terkait

PPTKIS membantu menguris kepulangan jenazah TEI dengan
menghubungi pihak keluarga dan berkeordinasi dengan lintas
scktor terkait.

Keluarga TKI menerima jenazah TKI dengan Berita Acara Serah

Terima.
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Bagan Alur Pelayanan Kepulangan Jenazah TKI Yang Meninggal

4 Dalam Negeri Ke Daerah Asal
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Keterangan ;

1. Apabila TKI meninggal di rumah sakit, meninggal di Bandara
Debarkasi, atau meninggal dalam perjalanan pulang ke dacrah
asal maka BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI akan berkoordinasi
dengan P4TKI, PPTKIS, Dinas  yang membidang
ketenagakerjaan dan pihak keluarga.

7. Kemudian PA4TE] akan berkoordinasi dengan pihak Dinas yang
membidangl ketenagakerjaan tentang kepulangan jenazah.

3. Keluarga TKI menecrima Jenazah TKI dengan Berita Acara Serah

Terima.

C.3 TKI mengalami kecelakaan
TKI wang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan
cacat/sakit sehingga tdak dapat menjalankan pekerjaan lag

maka penanganannya dilakukan sesuai dengan poin C.1

- TEl yang mengalami kecelakann cdan mengakibatkan  TKI
meningeal maka penanganannya dilakukan sesual dengan poin

C.2
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C.4 TKI vang sakit atau meninggal ketika pulang cuti atau berakhimyva

6

Perjanjian Kerja
TKI vang pulang karena cuti atau berakhirmmya Perjanjian Kerja
dan mengalami sakit maka penanganannya dilakukan sesual
dengan poin C.1

- TKI yvang pulang karena cuti atau berakhimya Perjanjian Kerja
dan TKl yang bersangkutan meninggal dunia maka
penanganannya dilakukan sesuai dengan poin C.2

- TEl wyang pulang cuti atau berakhirnya Perjanjian kerja dan
mengalami kecelakaan maka penanganannya dilakukan sesuai
dengan poin C.3

Permutusan Hubungan Kerja sebelum masa Perjanjan Kerja

berakhir;

- TKlI wvang pulang karena mengalami PHE aleh
majikan/perusahaan maka BNP2TKI memfasilitasi pengurusan
hak-hak TKI yang belum ditcrima serta pengurusan klaim
gsuransi.

TKI pulang karena terjadi perang atau bencana alam atau

terjangkitnya wabah penyakit di negara penempatan, deportasi atau

repatriasi.

TEI vang pulang karena tedadi perang, bencana alam, terjanghit

wabah penyakil, deportasi dan negara penempatan tidak lagi

menjamin  keselamatan TEKl, maka pengurusan kepulangannya
sampai ke daerah asal dilalukan ocleh BNP2TKI berkoordinas:
dengan Perwakilan RIJKDEI, Instansi terkait dan Pemerintah

Daerah serta PPTXIS

Mckanisme :

s BNP2TKI menyediakan sistem aplikasi pelayanan pengaduan
TEKl Bermasalah;

» pendataan dilakukan dengan sistem komputerisasi;

s Penandatanganan Berita Acara Pengaduan;

¢ setelah diberikan pelayanan pengaduan TKI Bermasalah
diarahkan menuju Pelayanan TKI Bermasalah;
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D. Penanganan TKI Bermasalah melalui Crisis Center

Pelavanan vang diberikan kepada TKI Bermasalah seperti sakit, stress,

mendapat kecelakaan serta hak-haknya yang belum dipenuhi oleh

majikan di luar negeri dan sebagainya.

Langkah-langkah yang harus dilakukan:

e mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi TKI;

« mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian masalah dengan
pihak terkait (PPTKIS, Asuransi, dan sebagainyal;

« mengatur kepulangan sesuai daerah asal kecuali TKI yang sakit
dirujuk kerumah salsit,

Tindakan vang tidak boleh dilakukan:

» meminta imbalan atas bantuan penyvelesaian masalah;

« membiarkan TKI kebingungan dalam mengisi kelengkapan
dokumen;

« bekerjasama dengan oknum melakukan tindakan yang merugikan
TKIL;

« menunda penanganan TKI bermasalah;

Mekanisme:

s menerima TKI vang bermasalah dari counter pendataan;

» melakukan identifikasi permasalahan TKL;

» melakukan advekasi dan penvelesaian masalah;

s berkoordinasi dengan PPTKIS, Asuransi dan stakeholder terkail
untuk menyelesaikan masalah;

» Masalah yvang tidak dapat diselesaikan di Debarkasi dilimpahkan ke
BPF3TKI, LP3TKI, P4TKI atau ke Crisis Center BNP2TEI,

Pelayanan Barang Bawaan TKI vang sakit/ meninggal

dunia/ deportasi/ repatriasi

Pelayanan atau bantuan kepada TEL yang sakit/meningegal dunia/
deporiasi/repatriasi terkait dengan barang bawaan TKinva, maka
petugas BNP2TKI melakukan hal-hal sebagai berikut:

» menyiaplkan troli untuk barang bawaan TKI;

« mengambil barang TKI di conveyor (bagi TKI vang
sakit/deportasi /repatriasi) atau mengambil barang TKI di bagian
cargo (bagi TKI yang meninggal dunial;

e bagi TKl vang dideportasi/repatriasi barang Dawaan diserahkan
pada saat TKI akan pulang ke daerah asal;

20



« bagi TKI yang meninggal dunia barang bawaan diserahkan
bersamaan dengan penyerahan jenazah ke keluarga TKI;

# bagi TKI yang sakit penyerahan barang bawaan dilakukan pada
saat TKI pulang kedaerah asal.

» barang bawaan TKI yvang tertinggal akan dikirim ke daerah asal TKI
atau menghubungi TKI untuk mengambil barang bawaannya,

» barang bawaan TKI vang tidak diambil lzbih dari satu tahun maka

akan diserahkan ke yayasan sosial,

Pelayvanan Tl Membawa Anale

TK! yang pulang membawa anak dan TKI yang bersangkutan tidak
mau membawa/mengurus anaknya akan diserahkan ke tempat
penampungan berkoodinasi dengan Kementerian Sosial.

. Pelayanan Kepulangan TKI Bermasalah ke Daerah Asal

Yang dimaksudkan dengan pelayanan kepulangan TKL Bermasalah

adalah:

« TKI Vang Lelah ditdentifikasi dan /atau diklarifilkas:
permasalahannyva; atau

« TKI yang sakit dan sudah dinyatakan sembuh atau diperbolehkan
pulang cleh sarana kesehatan yang menangani TRL atau

» TKl vang sakit dan meminta pulang satas kemauan TEl yang
bersangkutan / keluarga TRI,

e TKI korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) darl lLiar
negeri vang sudah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan];

» TKI bermasalah hasil sweepping

Langkah-langkah yvang dilakukan :

o berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memulangkan TKI ke
daerah asal;

e« membuat Berita Acara serah terima TEl bermasalah dan dan
kepada instansi terkait;

» menyiapkan fasilitas armada angkutan untuk pengantaran ke
daerah asal;

» mengawasi dan memantau kondisi dan keberadaan TKI:

s serah terima kepada pihak keluarga TKl dengan menandatangani
Berita Acara Serah Terima,

+« membuat laporan kepada pimpinan.
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V1.

VIL

Tindakan yang tidak boleh dilakukan:

« meminta dan/atau menerima imbalan jasa atas bantuan yang
diberikan;

« menunda dan memperlambat pelayanan kepulangan

¢ herperilalm arogan;

» pelecehan dan/atau perbuatan lainnya yang merugikan TRL

H. Pelayanan Pendampingan ke Dacrah Asal

Jika dianggap perlu, pendampingan terhadap kepulangan TKI dapat
dilakukan terhadap TKl sakit, TKlI meninggal dumia, TKI hasil
sweeping, TKI korban TPPO, TKI yang pulang karena bebas dari
hukuman pidana di negara penempatan.

PEMBIAY AAN

Biaya kepulangan Tl bermasalah ke dacrah asal dan perawatan lanjutan
TKI sakit dapat dibebankan pada Pemerintah (APBEN) atau PPTKIS atau
Perusahaan Asuransi danfatau keluarga TEI tergantung dari

permasalahannyva,

KOORDINASI

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanazan kepulangan TEI
bermasalah, BNP2TKI/BFATEI/LP3TKI/P4TK] melakukan  koordinasi
dengan instansi dan/atau lembaga terkait:

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan

Perwakilan RI (KBRI/EJRI/KDEI),

Kementerian Luar Negeri [Direktorat PWNL dan BHI),

Kementerian Perhubungan,

Kementerian Sosial,

Kementerian Kesehatan,

Kementerian Ketenagakerjaan,

Kepolisian,

Bea cukai,

-l e U

=

lmigrasi,

. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,
. Angkasa Pura,

Pelindo,

=l
TR RS
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14. Perusahaan .Jasa Kargo,

153. Maskapai Penerbangan,

16. Maskapal Pelavaran, .

17. lembaga vang terkait dengan penempatan dan perlindungan TRl
(PPTKIS, Konsorsium Asuransi, Sarkes, dsbj,

18. Lembaga bwadaya Masyarakat [LSNM].

VI, PELAKSANA PELAYANAN KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA
BERMASALAH

a. Pelaksanaan pemulangan TEl Bermasalah menjadi tanggungjawab
BNP2TKI, BP3TEl, LP3TKI dan P4TEKL

b, Pelaksana p=layanan kepulangan TKI dilakukan oleh:
1} di BNP2TKI, oleh Deputi Bidang Perlindungan:
2} di BP3TKI, oleh seksi perlindungan dan pemberdayaan,
3) di LP3TKI, oleh petugas bidang perlindungan;
4) di PATKI, oleh petugas bidang perlindungan,

¢. Penanggungjawab pelayanan kepulangan TKI adalah:
1) di BNPZTKI : Deputi Perlindungar;
2} i BP3TKI : Kepala BP3TKI;
3) di LPATKI : Kepala LP3TKI;
4) di P4TKI : Koordinator,

IX. TEMPAT PELAYANAN KEPULANGAN TKI BERMASALAH
Tempat pelayvanan kepulangan tki bermasalah di debarkasi terdin dari;
1] di Bandara Soekarno Hatta:
a) common use lounge (CUL)

b} help desk dan crisis center

2} di debarkasi lainnya : help desk dan crisis center
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Keterangan !

1. TKI turun dar pesawat dan menuju imigras: guna cap passpor selanjutnys
mengambil barang bawaan di Conveyor, apabila ada TKl yang mengalam:
sakit diberikan pelayanan oleh KKP dan selanjuinya dirujuk ke rumah
sakit,

2. Bagi TKI yvang tidak bermasalan dapat langsung menuju pintu Keluar
untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Daerah Asal.

9. Dan untuk TEI Bermaselah dilayani di CUL (Common Use Lounge) untuk
di data permasalashannva, setelah itu dipulangkan ke Daerah Asal,
bilamana diperlukan bisa dilakukan pendampingan sclama anggaran
tersedia.

4, Bagi TKI yang mengalami sakit dirujuk ke Rumah Saldt Rujuloan
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IX. HELP DESK DAN CRISIS CENTER
1, TUGAS/FUNGSI

Help desk mempunyo tugas/ fungsu
a. melakukan pendataan kepulangan TEL

b memberikan informas: vang dibutuhkan oleh TKIL
¢, mengarahkan TEI bermasalah ke crisis center,

Crisis Center mempunyal tugas/ fungsu:
a. mengidentifikasi dan mengldarifikasi permasalahan TKI
b. memberikan solusi terhadap permasalahan TKI

c. mengarahkan TKI ke instansi/lembaga terkeaut sesual  dengan

permasalahan vang dihadagp,

d. permasalahan yang tidak selesai di debarkasi akan ditindaklanjuac
penyelesaiannya di dacrah asal melalui BP3TK]/LP3TKI dan PATKIL

Dalam hal di daerah (BP3TKI/LE3TKI/P4TKI) belum ada erisis center,
maka tugas/ fungst crisis center dilakukan oleh help desk.

2. MEKANISME PEMBENTUEKAN
a. Tata Cara Pembentukan Helpdesk,/ Crisis Center |

1}

2)

3)

4]

3

il

BNP2TK]I mengirimkan surat ke instansi pengelola area
debarkasi perihal permohonan untuk permnbentukan helpdesk/
Crisis Center;

setelah BNP2TKI menerima persetujuan dari instansi pengelola
area debarkasi, BNP2TKI] mengirim surat ke
BP3TKI/LPATK]/P4TEl untuk berkoordinasi dengan instansi
pengelola area debarkasi di daerah masing-masing unftuk
membentuk helpdesk/Crisis Centet;

BPATKI/LP3TKI /P4TKI mengusulkan ANgEATan untuk
pembentukan helpdesk/Crisis Center;

Biro Perencanaan menyerujui dan mengakomodir alokasi
anggaran untuk pembentukan helpdesk/Crnisis Center;
BPATKI/LP3TKI/P4TKI membentuk helpdesk/Crisis Center di
debarkasi masing-masing,;

BPATKI/LPITKI/P4TKI melaporkan  tentang pembentulkan
Helpdesk /Crisis Center dengan melampirkan foto
helpdesk/crisis center kepada Deputi Perlindungan cq. Direktur
Pemberdayaan.
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I.

Tata Cara Pemeliharaan Helpdesk/Crisis Center

a. BPATKI/LP3TKI/P4TK] mengusulkan anpgaran pemeliharaan
helpdesk /Crisis Center ke Biro Perencanaan,

b. Biro Perencanaan menyveiujui dan mengakomodir alokasi
angEararn;

¢, BP3TKI/LP3TKI/P4TK] melakukan pemeliharaan helpdesk/
Cnsis Center

d. BPATEI/LP3TKI/P4TK] melaporkan tentang pemeliharaan
Helpdesl /Crisis  Center dengan melampirkan  foto help
desk/crisis center kepada Biro Keuangan dan Umum, dengan

tembusan kepada Direktorat Pemberdayaan.

3. SARANA DAN PRASARANA

1).

2).

Ukuran ruangan sesuai dengan kebutohan dan ketersediaan
ruangan di debarkasi yang bersanglkutan

Sarana Prasarana
- banner ukuran 40 x 180 Cm, dengan ketentuan sebagal berikut
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IX.

Sumber Dayva Manusia (SDM]

PNS atau pegawal honorer

mempunyai kemampuan/ kompetensi vang memadai
mempunyai sikap dan attitude yang baik
mempunyai rasa empati vang tinggi.

4), Biaya uniuk pengelolaan Help Desk /Crisis Center
Biaya pembentukan Help Desk/Crisis Center yang baru dibebankan
pada APBN yang terdiri daru:

=

SEWE TRAngan

pembangunan /renovasi ruangan (bila berbentuk ruangan|
pembuatan konter helpdesk/ Crisis Center

pembuatan neon box

pembuatan banner

honor petugas helpdesk/ Crisis Center

transpot lokal petugas helpdesk/Crisis Center

pengadaan meja, kursi; dispenser, komputer/laptop, scanner,

jaringan internet/wifi

Biaya perpanjangan helpdesk/crisis center terdiri dari ¢

SCWE raangan

pemeliharaan sarana dan prasarana

honor petugas helpdesk/Crisis Center
transpot lokal petugas helpdesk/Cnsis Center

PELAPOEREAN

Deputi Bidang Perlindungan melakukan pengawasan/monitoring

terhadap

pelaksanaan  kegiatan pemulangan  TKI  Bermasalah,

EPATKI/LP3TKI/PATKI wajib melaporkan pelaksanaan pemulangan T
bermasalah kepada Deputi Bidang Perlindungan, dengan bentuk dan

format laporan sebagai berikut :

Kata Pengantar ..............

BAE L

Pendahuluan

a. Latar Belakang

b. Maksud dan Tujuan
¢. Basaran Kegiatan

d. Dasar Pelaksanaan kegiatan
28




BAB 11 Pelaksanaan Pelayanan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
Bermasalah
a. Orgamisasi Pelaksanaan
b. Substansi
1. jumlah TKI Bermasalah
2. jumlah TKI yang dirujuk ke Rumah Sakit
3. jumlah TKI meninggal dunia
¢, Pembiavaan
BAB [l.Permasalahan dan Solus
a. Permasalahan

b. Sclusi/rckomendasi

BAE IV.Penutup
a. Kesimpulan
b. Saran

Lampiran (jika ada)
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh
perugas pemulangan TKI bermasalah baik di
BNP2TKI/BP3TKI/LPATKI/P4TKI. Petunjuk Teknis ini  ditindaklanjuti
dengan SOP di masing-masing unil yang melaksanakan pemulangan di
BNP2TKI/BP3TKl/LP3TKI/ P4TKI

Jakarta; 11 Apustus 2015

Kepala Badan Nasional Benempatan dan Perlindungan

I crja Indonesia,
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